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GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 188.44/K.19/2023

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN ANGGARAN 2023

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11,
Pasal 12 Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan
Gubernur Kalimantan Utara Nomor 53 Tahun 2020
tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik
Daerah, perlu menetapkan Pejabat Pengelola
Barang yang terdiri dari Pejabat
Penatausahaan Barang, Pengurus Barang
Pengelola, Pengguna Barang, Kuasa Pengguna
Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna
Barang, Pengurus Barang Pengguna dan
Pengurus Barang Pembantu;

b. bahwa daftar jabatan yang tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini sesuai fungsinya dalam
pengelolaan barang milik daerah yang selaras dengan
jabatan struktural dan pelaksana, dipandang
mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan
tugas dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara
tentang Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun
Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
beberapa kali menjadi Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143);



2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5362);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara /Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun
2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 63);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 547);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor
1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun
2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Utara Nomor 40);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor
S Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022
Nomor 5);

11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor
1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Dacrah Provinsi Kalimantan Utara Tahun
2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Utara Nomor 40);

12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor
S5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022
Nomor 5);

13. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 53
Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang
Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Utara Tahun 2020 Nomor 53);

14. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 39
Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2023 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2022 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
TENTANG PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK
DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN ANGGARAN 2023.

Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Pemerintah
Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023, yang
selengkapnya sebagaimana terlampir dalam Lampiran
Keputusan ini.

Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Pemerintah
Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana dimaksud pada
Diktum KESATU mempunyai wewenang dan
tanggungjawab sebagai berikut:

a. Pejabat Penatausahaan Barang sclaku Pecjabat
Pengelola Keuangan Daerah mempunyai wewenang
dan tanggungjawab:

1) membantu meneliti dan memberikan
pertimbangan persetujuan dalam penyusunan
rencana kebutuhan barang milik daerah kepada
Pengelola Barang;

2) membantu meneliti dan memberikan
pertimbangan persetujuan dalam penyusunan
rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan
barang milik daerah kepada Pengelola Barang;



3)

4)

S)

6)

7)

8)

9)

memberikan pertimbangan kepada Pengelola
Barang atas pengajuan usul pemanfaatan dan
pemindahtanganan barang milik daerah yang
memerlukan persetujuan Gubernur;

memberikan pertimbangan kepada pengelola
barang untuk mengatur pelaksanaan
penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan
penghapusan barang milik daerah;

memberikan pertimbangan kepada pengelola
barang  atas pelaksanaan pemindahtanganan
barang milik daerah yang telah disetujui oleh
Gubernur atau DPRD;

membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan
koordinasi inventarisasi barang milik daerah;
melakukan pencatatan barang milik daerah
berupa tanah dan/atau bangunan yang telah
diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak
digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan
tugas dan fungsi SKPD dan sedang tidak
dimanfaatkan pihak lain kepada Gubernur
melalui Pengelola Barang, serta barang milik
daerah yang berada pada Pengelola Barang;
mengamankan dan memelihara barang milik
daerah sebagaimana dimaksud pada angka 7;
membantu Pengelola Barang dalam pengawasan
dan pengendalian atas pengelolaan barang milik
daerah; dan

10) menyusun laporan barang milik daerah.

Pengguna Barang / Kuasa Pengguna Barang
mempunyai wewenang dan tanggung jawab :

1)

2)

3)

4)

o)

0)

mengajukan rencana kebutuhan dan
penganggaran barang milik daerah bagi SKPD
yang dipimpinnya;

mengajukan permohonan penetapan status
penggunaan barang yang diperoleh dari beban
APBD dan perolehan lainnya yang sah;

melakukan pencatatan dan inventarisasi barang
milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
menggunakan barang milik daerah yang berada
dalam  penguasaannya untuk kepentingan
penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang
dipimpinnya;

mengamankan dan memelihara barang milik
daerah yang berada dalam penguasaannya;
mengajukan usul pemanfaatan dan
pemindahtanganan barang milik daerah berupa
tanah dan/atau bangunan yang  tidak
memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik
daerah selain tanah dan/atau bangunan;



7) menyerahkan barang milik daerah berupa tanah
dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk
kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi
SKPD yang dipimpinnya dan sedang tidak
dimanfaatkan pihak lain, kepada Gubernur
melalui Pengelola Barang;

8) mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan
barang milik daerah;

9) melakukan pembinaan, pengawasan, dan
pcngendalian  atas penggunaan barang milik
daerah yang ada dalam penguasaannya; dan

10) menyusun dan menyampaikan laporan barang
pengguna semesteran dan laporan barang
pengguna tahunan yang berada  dalam
penguasaannya kepada Pengelola Barang.

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang SKPD

mempunyai wewenang dan tanggung jawab :

1) menyiapkan rencana kebutuhan dan
penganggaran barang milik daerah pada
Pengguna Barang;

2) meneliti usulan permohonan penetapan status
penggunaan barang yang diperoleh dari beban
APBD dan perolehan lainnya yang sah;

3) meneliti pencatatan dan inventarisasi barang
milik daerah yang dilaksanakan oleh Pengurus
Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu;

4) menyusun pengajuan usulan pemanfaatan dan
pemindahtanganan barang milik daerah berupa
tanah dan/atau bangunan  yang  tidak
memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik
daerah selain tanah dan/atau bangunan;

5) mengusulkan rencana penyerahan barang milik
daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang
tidak digunakan untuk kepentingan
penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna
Barang dan sedang tidak dimanfaatkan oleh pihak
lain;

6) menyiapkan usulan pemusnahan dan
penghapusan barang milik daerah;

7) meneliti laporan barang semesteran dan tahunan
yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang
dan/atau Pengurus Barang Pembantu,;

8) memberikan persetujuan atas Surat Permintaan
Barang (SPB) dengan menerbitkan Surat Perintah
Penyaluran Barang (SPPB) untuk mengeluarkan
barang milik daerah dari gudang penyimpanan;

9) meneliti dan memverifikasi Kartu Inventaris
Ruangan (KIR) setiap semester dan setiap tahun;

10) melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan
persetujuan atas perubahan kondisi fisik barang
milik daerah; dan

11) meneliti laporan mutasi barang setiap bulan yang
disampaikan oleh Pengurus Barang Pengguna
dan/atau Pengurus Barang Pembantu.



d. Pengurus Barang Pengelola mempunyai wewenang
dan tanggungjawab:

1)

2)

3)

4)

S)

6)
7)
8)

9)

membantu meneliti dan menyiapkan bahan
pertimbangan persetujuan dalam penyusunan
rencana kebutuhan barang milik daerah kepada
Pejabat Penatausahaan Barang;

membantu meneliti dan menyiapkan bahan
pertimbangan persetujuan dalam penyusunan
rencana kebutuhan pemeliharaan / perawatan
barang milik daerah kepada Pejabat
Penatausahaan Barang;

menyiapkan  dokumen  pengajuan  usulan
pemanfaatan dan pemindahtanganan barang
milik daerah yang memerlukan persetujuan
Gubernur;

meneliti dokumen usulan penggunaan,
pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan
dari Pengguna  Barang, sebagai  bahan

pertimbangan oleh Pejabat Penatausahaan Barang
dalam pengaturan pelaksanaan penggunaan,
pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan
barang milik daerah;

menyiapkan bahan pencatatan barang milik
daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang
telah diserahkan dari Pengguna Barang yang
tidak digunakan untuk kepentingan
penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan
sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada
Gubernur melalui Pengelola Barang;

menyimpan dokumen asli kepemilikan barang
milik daerah;

menyimpan salinan dokumen Laporan Barang
Pengguna/Kuasa Pengguna Barang;

melakukan rekonsiliasi dalam rangka
penyusunan laporan barang milik daerah; dan
merekapitulasi dan menghimpun Laporan Barang
Pengguna semesteran dan tahunan serta Laporan
Barang Pengelola sebagai bahan penyusunan
Laporan barang milik daerah; dan

10) Pengurus Barang Pengelola secara administratif

dan secara fungsional bertanggung jawab atas
pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola Barang
melalui Pejabat Penatausahaan Barang.

€. Pengurus Barang Pengguna mempunyai wewenang
dan tanggungjawab:

1)

2)

3)

membantu  menyiapkan dokumen rencana
kebutuhan dan penganggaran barang milik
daerah;

menyiapkan usulan permochonan penetapan
status penggunaan barang milik daerah yang
diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya
yang sah;

melaksanakan pencatatan dan inventarisasi
barang milik daerah;



4) membantu mengamankan barang milik daerah
yang berada pada Pengguna Barang;

S) menyiapkan  dokumen  pengajuan  usulan
pemanfaatan dan pemindahtanganan barang
milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan
yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan
barang milik daerah selain tanah dan/atau
bangunan;

6) menyiapkan dokumen penyerahan barang milik
daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang
tidak digunakan untuk kepentingan
penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna
Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak
lain;

7) menyiapkan dokumen pengajuan usulan
pemusnahan dan penghapusan barang milik
daerah;

8) menyusun laporan barang semesteran dan
tahunan;

9) menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB)
berdasarkan nota permintaan barang;

10) mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB)
kepada Pejabat Penatausahaan Barang
Pengguna,;

11) menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah
Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam
berita acara penyerahan barang;

12) membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR)
semesteran dan tahunan;

13) memberi label barang milik daerah;

14) mengajukan permohonan persetujuan kepada
Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang atas
perubahan kondisi fisik barang milik daerah
berdasarkan pengecekan fisik barang;

15) melakukan stock opname barang persediaan;

16) menyimpan dokumen, antara lain : fotokopi /
salinan dokumen kepemilikan barang milik
daerah dan menyimpan asli / fotokopi / salinan
dokumen penatausahaan;

17) melakukan rekonsiliasi dalam rangka
penyusunan laporan barang Pengguna Barang
dan laporan barang milik daerah; dan

18) membuat laporan mutasi barang setiap bulan
yang disampaikan kepada Pengelola Barang
melalui Pengguna Barang setelah diteliti oleh
Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.

Pengurus Barang Pembantu mempunyai wewenang

dan tanggungjawab:

1) menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan
penganggaran barang milik daerah;

2) menyiapkan wusulan permohonan penetapan
status penggunaan barang milik daerah yang
diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya
yang sah,;



3) melaksanakan pencatatan dan inventarisasi
barang milik daerah;

4) membantu mengamankan barang milik daerah
yang berada pada Kuasa Pengguna Barang;

S) menyiapkan dokumen = pengajuan  usulan
pemanfaatan dan pemindahtanganan barang
milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan
yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan
barang milik daerah selain tanah dan/atau
bangunan;

6) menyiapkan dokumen penyerahan barang milik
daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang
tidak digunakan untuk kepentingan
penyelenggaraan tugas dan fungsi Kuasa
Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan
pihak lain;

7) menyiapkan dokumen pengajuan usulan
pemusnahan dan penghapusan barang milik
daerah;

8) menyusun laporan barang semesteran dan
tahunan;

9) menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB)
berdasarkan nota permintaan barang;

10) mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB)
kepada Kuasa Pengguna Barang;

11) menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah
Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam
berita acara penyerahan barang;

12) membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR)
semesteran dan tahunan;

13) memberi label barang milik daerah;

14) mengajukan permohonan persetujuan kepada
Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang melalui
Kuasa Pengguna Barang atas perubahan kondisi
fisik barang milik daerah pengecekan fisik
barang;

15) melakukan stock opname barang persediaan;

16) menyimpan dokumen, antara lain:
fotokopi/salinan dokumen kepemilikan barang
milik daerah dan menyimpan
asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan;

17) melakukan rekonsiliasi dalam rangka
penyusunan laporan barang Kuasa Pengguna
Barang dan laporan barang milik dacrah; dan

18) membuat laporan mutasi barang setiap bulan
yang disampaikan pada Pengguna Barang melalui
Kuasa Pengguna Barang setelah diteliti oleh
Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan
Pengurus Barang Pengguna.



KETIGA . Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah dalam
melaksanakan wewenang dan tanggungjawab
sebagaimana dimaksud pada  Diktum KEDUA
bertanggungjawab kepada Gubernur Kalimantan Utara
serta wajib berpedoman pada ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

KEEMPAT . Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun
Anggaran 2023 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA) pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat
Daerah.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 2 Januari 2023

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
2. Inspektur Provinsi Kalimantan Utara,;

3. Masing-masing yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Birp Hukum

MUHAMMAD/GOZALI, S.E.,M.H.
NIP. 19700103 200112 1 003



LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 188.44/K.19/2023

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN
ANGGARAN 2023

SALINAN
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NO OPD US B G PENGELO
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Kepala Sub Bagian Umum dan

Pelaksana/Fungsional yang ditunjuk
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Dinas
. —_ Pelaksana/Fungsional yang ditunjuk
17. .WMMMMMWMM_.N Erdiadan Kepala Dinas Eepals mMc Beg = Uenvm dan berdasarkan SK Pengguna Barang = =
g epegawaian dan/ atau Nota Dinas
Dinas Pemberdayaan Pelaksana/Fungsional yang ditunjuk
18 Perempuan, Pemberdayaan Werali Dinas Kepala Sub Bagian Umum dan berdasarkan SK Pengguna Barang B =
: Anak, Pengendalian Penduduk P Kepegawaian dan/ atau Nota Dinas
dan Keluarga Berencana
Pelaksana/Fungsional yang
UPTD Perlindungan ditunjuk berdasarkan SK Kuasa
12. Perempuan dan Anak - o - Beri BPID Pengguna Barang dan/ atau Nota
Dinas
Pelaksana/Fungsional yang ditunjuk
20. Dinas Lingkungan Hidup Kepala Dinas Kepala Sub Bagian Umum dan berdasarkan SK Pengguna Barang - -

Kepegawaian

dan/ atau Nota Dinas




UPTD Laboratorium

Pelaksana/Fungsional yang
ditunjuk berdasarkan SK Kuasa

— Lingkungan Hidup - - - Kepala UPLR Pengguna Barang dan/ atau Nota
Dinas
. ; ; Pelaksana/Fungsional yang ditunjuk
22, quhwmmwommn w_m:nrwwb dan Kepala Dinas Kepala wﬂw wmmﬁ,”m Umum dan berdasarkan SK Pengguna Barang -= -
P PERARL dan/ atau Nota Dinas
P ; Pelaksana/Fungsional yang ditunjuk
28, Wﬁmm waHBwMﬂMMu_WMMm Kepala Dinas Kepala mﬂw NNM”HMM Umum dan berdasarkan SK Pengguna Barang = =
Y Peg = dan/ atau Nota Dinas
; Pelaksana/Fungsional yang ditunjuk
24, Dinas Perhubungan Kepala Dinas Hepals mﬂc Bagi pth Aerients dan berdasarkan SK Pengguna Barang = ==
Spegahaian dan/ atau Nota Dinas
Pelaksana/Fungsional yang
. ditunjuk berdasarkan SK Kuasa
25. UPTD Tengkayu | = - — Kepala UPTD Pengguna Barang dan/ atau Nota
Dinas
Pelaksana/Fungsional yang
. . . ditunjuk berdasarkan SK Kuasa
26. UPTD Liem Hie Djung B -- -~ Kepala UPTD Pengguna Barang dan/ atau Nota
Dinas
. . : . Pelaksana/Fungsional yang ditunjuk
27. “u:_ __.M WW:_MMM_ME#DE den Kepala Dinas Kpiin m._Mw mmm_mb.Cn.EB dan berdasarkan SK Pengguna Barang = -
praamaien dan/ atau Notza Dinas
. . Pelaksana/Fungsional yang ditunjuk
28. WMWNMMMMW%M.E“%MH”_ Mﬂﬂ: Kepala Dinas Repals mﬂw mmm_wm%basa dan berdasarkan SK Pengguna Barang - -
Y P peg dan/ atau Nota Dinas
. . Pelaksana/Fungsional yang ditunjuk
29, W_Ewm Kepemudaan dan Kacaks [ Kepala mMM mwmﬂw.%nﬂcﬂ dan - kan SK P — . .
ga PEERN Ol dan/ atau Nota Dinas
. 2 Pelaksana/Fungsional yang ditunjuk
30. WMMWM ww.ﬂvcﬂm_.n#mh dan Kepala Dinas Kepala mM_M _Wmm_ﬂwm%:uucﬂ dan berdasarkan SK Pengguna Barang - -
P pega dan/ atau Nota Dinas
; Pelaksana/Fungsional yang ditunjuk
31. Dinas Kelautan dan Perikanan Kepala Dinas Kepels mﬂv Bags an Umum can berdasarkan SK Pengguna Barang - -
epegawaian :
dan/ atau Nota Dinas
Pelaksena/Fungsional yang
UPTD. Pelabuhan Perikanan ditunjuk berdasarkan SK Kuasa
LS Tengkayu II N o - Hepela UETD Pengguna Barang dan/ atau Nota
Dinas
. Pelaksana/Fungsional yang ditunjuk
33. Dinas Pariwisata Kepala Dinas Frpla m_.me mmmﬁ“%bﬁca cng berdasarkan SK Pengguna Barang e -
SPSERWE dan/ atau Nota Dinas
Pelaksana/Fungsional yang ditunjuk
: : . berdasarkan SK Pengguna Barang
34, Dinas Pertanian dan Kepals Dinas Kepala Sub Bagian Umum dan dan/ atau Nota Dinas .

Ketahanan Pangan

Kepegawaian




UPTD. Laboratoriumm Keswan

Pelaksana/Fungsional yang
ditunjuk berdasarkan SK Kuasa

28 dan Kesmavet . - - Kepala UPTD Pengguna Barang dan/ atau Nota
Dinas
. Pelaksana/Fungsional yang ditunjuk
36. Dinas Kehutanan Kepala Dinas Kepia m.._MM wwmﬁ.mmmcﬁ”sca dan berdasarkan SK Pengguna Barang - --
peg dan/ atau Nota Dinas
Pelaksana/Fungsional yang
ditunjuk berdasarkan SK Kuasa
37. UPTD KPH Bulungan - == - Kepala UPTD Pegguna Barang dasn/ atai Nota
Dinas
Pelaksana/Fungsional yang
ditunjuk berdasarkan SK Kuasa
38. UPTD KPH Tarakan - = i Kepala UPTD P Beiire don) ales. Hots
Dinas
Pelaksana/Fungsional yang
) B B ditunjuk berdasarkan SK Kuasa
39. UPTD KPH Nunukan Kepala UPTD Pengguna Barang dan/ atau Nota
Dinas
Pelaksana/Fungsional yang
; ditunjuk berdasarkan SK Kuasa
40. UPTD KPH Malinau . - - Kepala UPTD Pngina Bareng dan] st Hotk
Dinas
Pelaksana/Fungsional yang
. B B B ditunjuk berdasarkan SK Kuasa
41. UPTD KPH Tana Tidung Kepala UPTD Pengguna Barang dan/ atau Nota
Dinas
. ; . Pelaksana/Fungsional yang ditunjuk
42, W_mnwﬂm%“uﬂ.wm dan Sumber Kepala Di Kepala mﬂwhwwﬂwm%naca dan L 1 SK Per Becans - =
dan/ atau Nota Dinas
Dinas Perindustriar, . Pelaksana/Fungsional yang ditunjuk
43. Perdagangan, Koperasi dan Kepala Dinas Kepein mﬂw wmmﬂmﬂaca & berdasarkan SK Pengguna Barang ) --
UMKM peg dan/ atau Nota Dinas
Pelaksana/Fungsional yang
44 Biro Pemerintahan dan - . - Kiepeli Bire ditunjuk berdasarkan SK Kuasa
) Otonomi Daerah Pengguna Barang dan/ atau Nota
Dinas
Pelaksana/Fungsional yang
: B ) N ; ditunjuk berdasarkan SK Kuasa
45. Biro Hukum Kepala Biro Pengguna Barang dan/ atau Nota
Dinas
Pelaksana/Fungsional yang
ditunjuk berdasarkan SK Kuasa
Pengguna Bzrang dan/ atau Nota
46. Biro Kesejahteraan Rakyat - - Kepala Biro Dinas




Pelaksana/Fungsional yang
ditunjuk berdasarkan SK Kuasa

47. Biro Perekonomian - - - Kepala Biro Pengguna Barang dan/ atau Nota
Dinas
Pelaksana/Fungsional yang
48 Biro Administrasi B B N Kepala Biro ditunjuk berdasarkan SK Kuasa
: Pembangunan P Pengguna Barang dan/ atau Nota
Dinas
Pelaksana/Fungsional yang
. N . n ; ditunjuk berdasarkan SK Kuasa
49, Biro Organisasi - - -- Kepala Biro Pengguna Barang dan/ atau Nota
Dinas
Analis Kebujakan Ahli Muda pada Pelaksana/Fungsional ditunjuk
2 J yang ditunju
50. SRE Ui SEPD Sekretars Daerah Stbicperdinaier henggunaan, berdasarkan SK Pengguna Barang - -
(Sekretariat) Pengamanan, dan Pemeliharaan Aset !
Sekretariat Dastak dan/ atau Nota Dinas
Pelaksana/Fungsional yang
; B . ; ditunjuk berdasarkan SK Kuasa
51. Biro Umum - - - Kepala Biro Pengguna Barang dan/ atau Nota
Dinas
Pelaksana/Fungsional yang
52 Biro Pengadaan Barang dan B ) B Kemala Biro ditunjuk berdasarkan SK Kuasa
: Jasa P Pengguna Barang dan/ atau Nota
Dinas
Pelaksana/Fungsional yang
g - e B B ) 2 . ditunjuk berdasarkan SK Kuasa
53. Biro Administrasi Pimpinan - Kepala Biro Penpguna Barergden/ ateu Noia
Dinas
. . Pelaksana/Fungsional yang ditunjuk
54. Sekretariat DPRD Sekretars Dewan g mm.m” mwmwﬁwm%bacnd AR berdasarkan SK Pengguna Barang - —
PEE dan/ atau Nota Dinas
Pelaksana/Fungsional yang ditunjuk
55. Badan Penghubung Kepala Badan Kepala Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan SK Pengguna Barang - ==
dan/ atau Nota Dinas
. Pelaksana/Fungsional yang ditunjuk
56. wwaw.nm_umﬁm&o_ P Kepala Badan Kepatn mﬂw NmMﬁMmWﬁBSB dan berdasarkan SK Pengguna Barang . ==
& Peg dan/ atau Nota Dinas
! . Pelaksana/Fungsional yang ditunjuk
57. Inspektorat Inspektur L mMW mmm.mﬁww_“:cn: dan berdasarkan SK Pengguna Barang - -
peg dan/ atau Nota Dinas
Badan Perencanaan y . Pelaksana/Fungsional yang ditunjuk
58. Pembanguanan Daerah dan Kepala Badan Kopeia mﬂw mwmhmﬂwu.w.:acnn dan berdasarkan SK Pengguna Barang - e
Penelitian Pembangunan Pe8 dan/ atau Nota Dinas
i A Pelaksana/Fungsional yang ditunjuk
59. WMMWmﬁmm:mbwmb KRS Kepala Badan Erpeia WMW Wmmmmﬁ“%%ﬁg dan berdasarkan SK Pengguna Barang == =
Peg dan/ atau Nota Dinas
: ; Pelaksana/Fungsional yang ditunjuk
50. Badan Pendapatan Daerzh Kepala Badan Kepaia S8ib Bagan Bmum dan berdasarkan SK Pengguna Barang - -

Kepegawaian

dan/ atau Nota Dinas




61.

UPTD Bapenda Bulungan

Kepala UPTD

Pelaksana/Fungsional yang
ditunjuk berdasarkan SK Kuasa
Pengguna Barang dan/ atau Nota

Dinas

62.

UPTD Bapenda Tarakan

Kepala UPTD

Pelaksana/Fungsional yang
ditunjuk berdasarkan SK Kuasa
Pengguna Barang dan/ atau Nota
Dinas

63.

UPTD Bapenda Nunukan

Kepala UPTD

Pelaksana/Fungsional yang
ditunjuk berdasarkan SK Kuasa
Pengguna Barang dan/ atau Nota
Dinas

64.

UPTD Bapenda Malinau

Kepala UPTD

Pelaksana/Fungsional yang
ditunjuk berdasarkan SK Kuasa
Pengguna Barang dan/ atau Nota

Dinas

65.

UPTD Bapenda Tana Tidung

Kepala UPTD

Pelaksana/Fungsional yang
ditunjuk berdasarkan SK Kuasa
Pengguna Barang dan/ atau Nota

Dinas

Badan Kepegawaian Daerah

Kepala Badan

Kepala Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian

Pelaksana/Fungsional yang ditunjuk
berdasarkan SK Pengguna Barang
dan/ atau Nota Dinas

67.

Badan Pengembangan Sumber
Daya Manusia

Kepala Badan

Kepala Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian

Pelaksana/Fungsional yang ditunjuk
berdasarkan SK Pengguna Barang
dan/ atau Nota Dinas

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Bjro Hukum

GOZALI, S.E.,M.H.
NIP. 19700103 200112 1 003

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ZAINAL ARIFIN PALIWANG




